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ABSTRACT
Solving social problems such as free sex, sffair, robbing, society conflict need the 
involvement not only government but also society, including of social institution. Bengkulu 
Customery association as a social institution has one function to solve social problems 
Research of The Role Of Bengkulu Customery Institutions In Solving Social Problems ( A
case study at Rawa Makmur Permai Muara Bangkahulu in Bengkulu Municipality), it shows 
that the family mechanisme and more focused on “restorative justice”, done by customery 
institutions was potential and strength to solve social problems.
Key words: Customery institutions,  social problems.
ABSTRAK
Penanganan permasalahan social, seperti pergaulan bebas/perselingkuhan, pencurian dan 
konflik antar warga membutuhkan keterlibatan aktif  bukan hanya pemerintah tetapi juga 
masyarakat, termasuk di dalamnya adalah peran lembaga-lembaga social. Lembaga Adat 
Bengkulu lembaga social yang salah satu fungsinya adalah menangani permasalahan social di 
masyarakat. 
Penelitian tentang Peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam Penanganan Masalah Sosial 
(Studi Kasus di Kelurahan Rawa Makmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota 
Bengkulu) ini menunjukkan bahwa mekanisme kekeluargaan dan lebih mengedepankan 
“restorative justice”, yang dilakukan lembaga adat merupakan potensi dan kekuatan dalam 
penanganan masalah-masalah sosial.
Kata kunci: lembaga adat , masalah sosial.
1.0. PENDAHULUAN
Kelurahan Rawamakmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu merupakan salah satu 
wilayah di Kota Bengkulu yang sampai tahun 2012 mempunyai penduduk sebanyak 3125 jiwa 
terdiri dari 670 KK. Penduduk ini berasal dari berbagai suku, diantaranya: Rejang, Serawai, 
Lembak, Minang, Batak, Jawa, Bugis dan beberapa lagi dari daerah lainnya. Banyaknya 
masyarakat pendatang  dari berbagai suku yang memiliki latar belakang kehidupan dan adat 
istiadat yang berbeda satu sama lain, merupakan suatu keanekaragaman yang apabila tidak 
1dikelola dengan baik perbedaan tersebut dapat menjadi masalah dalam keharmonisan kehidupan 
masyarakat.  
Di samping itu apabila kita mengkaji informasi di media massa cetak di Bengkulu, kita 
dapat mengetahui bahwa salah satu permasalahan yang paling banyak diungkap adalah 
permasalahan sosial yang berkaitan dengan “tuna sosial” seperti pemerkosaan, pencabulan, 
perselingkuhan dan lain-lain tindakan yang mengarah pada “pergaulan bebas”. 
Horton dan Leslie, 1984 dalam Edi Suharto (1997), menyatakan bahwa masalah sosial bisa 
didefinisikan sebagai “Situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena 
dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di 
dalamnya adalah perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma-norma”. Sementara Zastrow 
( 2000) menyatakan bahwa ”Masalah sosial adalah suatu kondisi sosial yang mempengaruhi 
sejumlah besar orang yang memerlukan perbaikan segera dengan sekumpulan tindakan-
tindakan”.
Dalam Undang-Undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa 
penyelenggaran pelayanan sosial ditujukan untuk menangani masalah sosial yang memiliki 
kriteria; kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan 
perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. 
Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah dan masyarakat telah berupaya melakukan 
kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan, termasuk didalamnya adalah dengan adanya 
kelembagaan adat Kota Bengkulu yang secara langsung terlibat dalam penanganan masalah-
masalah kemasyarakatan.
Kata adat sebenarnya menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan Sistem kepercayaan 
(Soerjono Soekamto, 2005). Djoyodigoeno (1999) mengatakan bahwa adat istiadat adalah suatu 
sistem sosial dan bagian dari kebudayaan secara menyeluruh. Kebudayaan tradisional adalah 
warisan leluhur yang berorientasi kepada cipta, rasa,karsa dan karya manusia dalam upaya 
meningkatkan harkat, derajat dan martabat dalam kerangka kehidupan bangsa Indonesia.
Sedangkan hukum adat adalah hukum yang bentuknya tidak tertulis, tumbuh dan 
berkembang di masyarakat, yang menimbulkan sanksi bagi yang melanggarnya 
(koentjaraningrat, 1996). Berarti hukum adat perlu dipertahankan dan dikembangkan, untuk 
mengatur kehidupan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat hidup dengan tertib dan tentram. 
Dalam TAP MPR nomor 111 Tahun 2000, dinyatakan bahwa hukum adat disatu sisi perlu 
dipertahankan tetapi disisi lain materi hukum adat tidak dapat dimuat dalam suatu peraturan 
Daerah, karena Hukum Adat merupakan hukum yang tidak tertulis.
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(Lembaga Adat) yang bersangkutan, dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Putusan 
adat tersebut harus dibatasi, yaitu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, dan agama. Sebagaimana diungkapkan  
Djoyodigoeno (1999), bahwa untuk kasus/sengketa yang lebih menyangkut ketertiban umum dan 
kesusilaan, dan bukan merupakan wewenang penyidik/polisi melainkan diselesaikan oleh 
perangkat adat. Berarti berlakunya adat yang menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan 
mengikat warga dan penduduk di wilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa 
membedakan suku, agama dan kewarganegaraan.
Dalam Peraturan Daerah Adat Kota Bengkulu  Tahun 2005, adat istiadat adalah bagian dari 
kebudayaan yang mewujudkan perilaku, sistem pergaulan, tata cara, adab sopan santun dan 
pelestarian budaya leluhur. Berbagai aspek yang melekat padanya, seperti; kesenian, 
keterampilan, etika, dan estetik, memberi corak dan nilai tambah kepada seni budaya. 
Mendorong kita sebagai bangsa indonesia khususnya masyarakat Bengkulu untuk memelihara 
dan mengembangkan aset budaya yang bernilai. 
Untuk menjalankan peraturan daerah tentang adat tersebut, dibentuklah Lembaga Adat, 
yaitu kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan hukum adat Kota 
Bengkulu.  Lembaga Adat ini meliputi Rajo Penghulu di Kelurahan, Badan Musyawarah Adat 
(BMA) Kecamatan yang berada di kecamatan, BMA Kota yang berada di tingkat Kota Bengkulu 
(Peraturan Daerah  Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2005 tentang  Pemberlakuan Adat Kota 
Bengkulu. Bab I pasal 2). 
Berdasarkan uraian tersebut, Lembaga Adat Kota Bengkulu merupakan salah satu bentuk 
dari lembaga sosial yang berisikan nilai-nilai atau norma-norma lokal Bengkulu untuk mengatur 
kehidupan bermasyarakat. Menurut H.M. Johnson dalam Zeitlin, Irving M (1998) suatu norma 
terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat sebagai berikut: 1) Sebagian besar 
anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma tersebut, 2) Norma tersebut menjiwai 
seluruh warga dalam sistem sosial tersebut, 3) Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat 
setiap anggota masyarakat.
Dalam tataran praktis lembaga sosial termasuk Lembaga Adat Kota Bengkulu berfungsi 
untuk mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul di masyarakat. Hal ini 
diperkuat dengan pendapat Soerjono Soekanto (2005) yang menyatakan bahwa lembaga sosial 
memiliki fungsi sebagai berikut; 1) Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, 
bagaimana mereka harus bersikap atau bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah 
yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk yang menyangkut hubungan 
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pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, yaitu sistem 
pengawasan masyarakat terhadap anggota-anggotanya. 
Pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Adat di Kota Bengkulu ini dimaksudkan untuk 
menjaga ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, melalui pengembangan 
nilai-nilai kearifan lokal dalam upaya penanganan masalah sosial, seperti pergaulan bebas. 
Hanya saja sampai saat ini ditengarai pelaksanaannya belum optimal, sehingga diperlukan suatu 
Model Pengembangan Kapasitas Lembaga Adat Bengkulu agar dapat berperan optimal dalam 
penanganan masalah sosial yang berkaitan dengan masalah “pergaulan bebas”, khususnya yang 
terjadi di Wilayah Kelurahan Rawamakmur Permai Kecamatan Muara Bangahulu Kota 
Bengkulu.
1.1. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus masalah penelitian ini adalah 
“Bagaimana Peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam Penanganan Masalah Sosial?”
1.2. Tujuan Penelitian
Atas dasar fokus masalah tersebut, maka secara rinci penelitian ini bertujuan; 1) 
Mengkaji Profil Lembaga Adat Bengkulu di Kelurahan Rawamakmur Permai Kecamatan Muara 
Bangkahulu Kota Bengkulu, 2) Mengkaji masalah sosial yang terjadi?,dan 3) Mengkaji peranan 
Lembaga Adat Bengkulu dalam penanganan masalah sosial di wilayah tersebut.
2.0. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui secara 
detail dan mendalam tentang Peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam penanganan masalah 
sosial. Dalam penelitian ini, data primer tentang Peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam 
Penanganan Masalah Sosial diperoleh dari Pengurus Lembaga Adat Bengkulu meliputi Rajo 
Penghulu di Kelurahan Rawamakmur Permai, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan 
Muara Bangkahulu, dan BMA Kota Bengkulu. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini 
didapatkan dari studi dokumentasi tentang Lembaga Adat Kota Bengkulu.
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi; 1) Wawancara 
Mendalam (In-depth Interview.) terhadap Rajo Penghulu di Kelurahan Rawamakmur Permai
dengan tujuan mengkaji profil Lembaga Adat Bengkulu. Sedangkan wawancara terhadap Tokoh 
Masyarakat bertujuan untuk mengkaji masalah sosial yang ada di wilayah Rawamakmur Permai. 
42) Diskusi Kelompok Terfokus (Fokus Group Discussion/FGD). Kegiatan ini dilakukan untuk 
membahas masalah sosial yang ada sekaligus membahas peranan Lembaga Adat dalam 
menangani permasalahan tersebut. Diskusi kelompok terfokus ini dilakukan bersama Pengurus 
Lembaga Adat Bengkulu dan tokoh masyarakat baik formal maupun informal. 3) Studi 
Dokumentasi, dengan membaca dan mempelajari berbagai sumber data sekunder yang berkaitan 
dengan Lembaga Adat Kota Bengkulu.
Dalam penelitian ini digunakan Uji Kredibilitas, Uji Transferability, Uji dependability, dan 
Uji Konfirmability untuk mengecek keabsahan data atau kevalidan data sebagaimana yang 
dikemukakan Sugiyono (2008). Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini 
dilakukan selama 3 bulan, mulai dari persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis 
data, ekspos hasil penelitian dan penyusunan laporan.
3.0. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Profil Lembaga Adat Bengkulu 
Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Lembaga Adat adalah kelembagaan yang 
menyelenggarakan, melaksanakan dan menegakkan Hukum Adat Kota Bengkulu. Dalam 
penyelenggaraan, pelaksanaan dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Rajo Penghulu di 
Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan, BMA Kota pada Tingkat Kota 
Bengkulu (Perda Kota Bengkulu Nomor 23 tahun 2003). 
Rajo Penghulu Kelurahan Rawamakmur Permai merupakan lembaga  adat yang ada di 
Kelurahan di Kota Bengkulu, tediri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara’ dan Cerdik Cendikio. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rajo Penghulu ini dipilih dan ditetapkan oleh Surat 
Keputusan Walikota Bengkulu pada tahun 2005, dan sampai sekarang belum ada perubahan atau 
pergantian, padahal peraturan daerah tentang Lembaga Adat Bengkulu mengatur bahwa masa 
berlaku pengurus Rajo Penghulu adalah dua periode dengan masa 5 tahun untuk setiap 
periodenya.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa susunan pengurus Rajo Penghulu Kelurahan 
Rawamakmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu berdasarkan Keputusan 
Walikota Bengkulu Nomor 56 tahun 2005, meliputi; 1) Penghulu Syara’, terdiri dari ketua yang 
menjadi Imam (Bp. Shalehan), dengan anggota Khatib (Bp. Drs. Tarmizi Sata), Bilal ( Bp. M. 
Amin) dan Gharim (Bp. Ruslan Andalas). 2) Penghulu Adat, terdiri dari  Ketua (Bp. Mahyuddin 
Alwi), dan Perangkat (Bp. Jusa Sukhri S.Sos, Bp. A. Wahin, dan Bp. Madihun S.Pd). 3) Cerdik 
Cendikio, terdiri dari Ketua (Bp. H. A. Aziz Wahab BA), dan Anggota ( Bp. Drs. Muslih Suyuti 
M.Pd, Bp. Syahrul Komar SH, Bp. Kasmur BA, dan Babin Kamtibmas)
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Lembaga Adat Bengkulu, khususnya Rajo Penghulu di tingkat Kelurahan adalah:
Matrik 1
Tugas dan Fungsi Rajo Penghulu
Tugas Pokok Rajo 
Penghulu
 Membina dan memelihara pelaksanaan hukum adat di kelurahan Kota 
Bengkulu
 Sebagai penghubung masyarakat adat dengan BMA Kecamatan
 Sebagai mitra utama Lurah
Fungsi Rajo 
Penghulu
 Mencegah terjadinya pelanggaran hukum adat (Dapek Salah) yang 
menyebabkan terjadinya Denda Adat
 Mendorong anggota masyarakat untuk secara bersama-sama pegang pakei 
adat
 Menyelesaikan Dapek Salah secara arif, patut dan bijaksana sesuai dengan 
ketentuan hukum adat
 Memelihara keseimbangan antara kemajuan zaman dan tuntutan kebutuhan 
masyarakat adat.
Sumber: Hasil penelitian tahun 2012
Tugas dan fungsi Rajo Penghulu tersebut, menunjukkan bahwa Rajo Penghulu merupakan 
suatu lembaga sosial karena terbentuk berdasarkan berdasarkan nilai dan norma dalam 
masyarakat, untuk mewujudkan nilai sosial, masyarakat menciptakan aturan-aturan yang disebut 
norma sosial yang membatasi perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Sekumpulan norma
akan membentuk suatu sistem norma. Inilah awalnya lembaga sosial terbentuk. Sekumpulan nilai
dan norma yang telah mengalami proses penerapan ke dalam institusi atau institutionalization
menghasilkan lembaga sosial..
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat telah dilaksanakan oleh Rajo 
Penghulu di Kelurahan Rawamakmur Permai. Namun demikian, secara kelembagaan lembaga 
adat tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini bisa dilihat dari matrik berikut ini yang 
menunjukkan kesenjangan antara ketentuan adat menurut peraturan daerah Kota Bengkulu 
dengan fakta di lapangan.
Matrik 2
Kesenjangan antara Ketentuan Adat Menurut PERDA dengan Fakta Lapangan
Aspek Penilaian Peraturan Daerah Kota Bengkulu Fakta Lapangan
Pemilihan Rajo 
Penghulu
 Penghulu adat di pilih langsung 
oleh masyarakat atau melalui 
sistem perwakilan ketua RT 
dan Tokoh masyarakat
 Penghulu adat dipilih melalui sistem perwakilan 
ketua RT dan Tokoh Masyarakat pada tahun 
2005 dan sampai sekarang belum berubah
 Penghulu syara’ dipilih oleh 
para pengurus masjid di 
kelurahan tersebut
 Penghulu syara’ dipilih oleh perwakilan ketua 
RT dan tokoh masyarakat
 Cerdik cendikio di pilih oleh 
ketua para  RT di Kelurahan 
tersebut.
 Cerdik cendikio dipilih oleh perwakilan Ketua 
RT
Masa Kerja Penghulu adat tidak ada ketentuan 
yang jelas
Sejak ditetapkan pada tahun 2005, sampai sekarang 
belum ada perubahan
Penghulu Syara’, masa 
kepengurusannya 2 (dua) periode 
dengan lama satu periode adalah 5 
Sejak ditetapkan pada tahun 2005, sudah ada 
perubahan komposisi nama-nama orang yang 
menjadi Penghulu Syara’ seperti Bpk. Ruslan 
6(lima ) tahun Andalas sekarang menjadi imam. Meskipun 
demikian perubahan tersebut tidak diikuti dengan 
penerbitan Surat Keputusan Wali Kota yang baru.
Cerdik Cendikio, masa 
kepengurusannya 2 (dua) periode 
dengan lama satu periode adalah 5 
(lima ) tahun
Sejak ditetapkan tahun 2005 sampai sekarang belum 
ada perubahan
Sumber: Hasil penelitian tahun 2012
Matrik di atas menunjukkan bahwa secara kelembagaan, lembaga adat tersebut belum 
“mapan”. Hal ini disebabkan kurangnya kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan 
kapasitas kelembagaan lembaga adat di Kota Bengkulu. Sejak disahkannya lembaga adat, tidak 
ada kegiatan rutin baik berupa komunikasi, kordinasi maupun sosialisasi yang sistematis dan 
berkesinambungan. Kegiatan pembekalan bagi pengurus lembaga adat hanya dilakukan satu kali 
sejak pembentukan dan kordinasi juga tidak dilakukan secara rutin. Kepengurusan lembaga adat 
yang sudah berganti-ganti personil juga tidak ditindaklanjuti dengan penetapan pengurus baru 
tersebut melalui surat keputusan walikota.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksistematisan dalam proses pemilihan Rajo 
Penghulu maupun masa kerja Rajo Penghulu menyebabkan komunikasi dan koordinasi baik 
internal penggurus Rajo Penghulu maupun komunikasi dan kordinas eksternal dengan 
masyarakat berjalan tidak optimal. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui siapa-siapa yang 
menjadi pengurus Rajo Penghulu. Umumnya masyarakat hanya mengetahui Penghulu Adat saja 
karena sering berkaitan dengan upacara pernikahan. Kondisi ini juga disebabkan karena 
minimnya sosialisasi Rajo Penghulu kepada masyarakat. Pak Mahyuddin, selaku Penghulu Adat 
mengatakan bahwa:
“Dari 15 RT di Kelruhan Rawamakmur Permai, hanya RT 3, 4, 5, dan 6 saja yang 
menjalankan adat dengan baik. Selebihnya wilayah lain hanya menggunakan lembaga 
adat apabila mendapatkan masalah yang dirasakan benar-benar berat.”
Kondisi di atas menunjukkan bahwa secara kelembagaan, nilai-nilai atau norma yang ada 
dalam Rajo Penghulu belum terlembagakan (institutionalized) sebagaimana dikemukakan oleh 
HM. Johnson bahwa:
Suatu norma terlembaga (institutionalized) apabila memenuhi tiga syarat sebagai 
berikut1) Sebagian besar anggota masyarakat atau sistem sosial menerima norma 
tersebut, 2) Norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial tersebut, 3) 
Norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat.
Syarat pertama diketahui bahwa heterogenitas penduduk Kelurahan Rawamakmur 
menyebabkan mereka tidak semua menerima keberadaan lembaga adat secara utuh. Hal ini 
dikarenakan kurangnya sosialisasi keberadaan lembaga adat dan hukum adat kepada 
masyarakat. Fakta dilapangan juga menunjukkan bahwa norma atau nilai-nilai yang mendasari 
lembaga adat tersebut juga belum menjiwai seluruh warga masyarakat sebagaimana tertera 
7pada syarat kedu di atas. Di samping itu sanksi sebagaimana dijelaskan pada syarat ketiga juga 
belum terlaksana secara optimal.
3.2. Masalah sosial di wilayah Kelurahan Rawamakmur Permai 
Kelurahan Rawa Makmur Permai terletak di Kecamatan Muara Bangkahulu dan 
mempunyai akses dekat dengan pusat-pusat keramaian kota, pusat belanja, pusat transportasi
termasuk juga pusat pendidikan, sehingga menjadi salah satu tempat pemukiman anak-anak kost. 
Berdasarkan Profil kelurahan Rawamakmur Permai 2011, diketahui bahwa penduduk usia 21 –
30 tahun (usia produktif) mencapai 927 jiwa. komposisi penduduk tersebut juga menjadi 
tantangan tersendiri, mengingat cukup banyak penduduk usia remaja yang ditengarai menyimpan 
potensi permasalahan sosial yang  cukup kuat seperti pergaulan bebas dan kriminalitas remaja. 
Bang Ciu (tokoh pemuda) memperkuat kenyataan adanya permasalahan ini dengan mengatakan:
” sejak dulu sering ada “penggrebekan” pasangan laki-laki dan perempuan yang bukan 
muhrim. Penggrebekan dilakukan oleh pemuda- pemuda di dampingi pengurus RT dan 
tokoh adat setempat. Pada umumnya permasalahan tersebut diselesaikan dengan 
melakukan denda adat, baik berupa potong kambing maupun sekedar nasi bungkus bagi 
orang yang tidak mampu…..”
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi kependudukan di Kelurahan 
Rawamakmur Permai sangat heteogen baik dari aspek pendidikan maupun pekerjaan warganya. 
Hal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah dalam pergaulan warga penduduk. Di 
samping itu, sebagai daerah transisi menuju kehidupan “kota” yang lebih “modern” dengan ciri 
yang mengedepankan kehidupan “materialistis” dan “individualistis” juga menjadikan semakin 
kurangnya kepedulian hidup antar warga penduduk. 
Meskipun data tertulis tentang permasalahan di Kelurahan Rawamakmur Permai tidak 
ditemukan, tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa masalah sosial yang 
dialami oleh penduduk, diantaranya adalah kemiskinan, ketunasusilaan, kriminalitas, dan 
permasalahan keterlantaran hidup  sebagaimana diakui juga oleh Lurah Kelurahan Rawamakmur 
Permai. Kondisi ini juga diperkuat dengan pernyataan Pak Madihun bahwa 
“Masalah sosial yang ada dan sering terjadi di wilayah Kelurahan Rawamakmur Permai 
diantaranya adalah masalah perilaku hubungan bebas, minuman keras, etika pakaian”
Berkaitan dengan penanganan masalah sosial yang ada, hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Lembaga Adat Bengkulu, khususnya Rajo Penghulu di Kelurahan Rawamakmur Permai 
sudah menangani berbagai permasalahan seperti pencurian, pertengkaran, perselingkuhan, 
pergaulan bebas, bahkan pembunuhan. Permasalahan tersebut merupakan masalah sosial 
sebagaimana didefinisikan sebagai “Situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang 
karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di 
8dalamnya adalah perilaku yang menyimpang dari nilai atau norma-norma”(Horton dan Leslie, 
1984). 
3.3. Peranan Lembaga Adat Bengkulu dalam penanganan masalah sosial 
Pernyataan Soerjono Soekanto (2005) tentang fungsi lembaga sosial selaras dengan Rajo 
Penghulu sebagai lembaga adat di tingkat kelurahan yang mempunyai fungsi mencegah dan 
mengatasi permasalahan sosial di masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan tugas dan fungsi Rajo 
Penghulu, baik menurut peraturan daerah maupun kenyataan dilapangan, sebagaimana dijelaskan 
pada matrik berikut ini:
Matrik 3
Fungsi Rajo Penghulu menurut Ketentuan PERDA dan Fakta Lapangan
Aspek Penilaian Peraturan Daerah 
Kota Bengkulu
Fakta Lapangan
Tugas Pokok Rajo Penghulu  Membina dan memelihara 
pelaksanaan hukum adat 
di kelurahan Kota 
Bengkulu
Rajo Penghulu di Kelurahan Rawamakmur 
Permai sudah berupaya membina dan 
memelihara pelaksanaan hukum adat, meskipun 
masih belum optimal.
 Sebagai penghubung 
masyarakat adat dengan 
BMA Kecamatan
Sampai saat ini belum ditemukan kasus-kasus 
atau masalah yang penyelesaiannya harus 
berkonsultasi dengan BMA Kecamatan. Di 
samping itu juga tidak ada forum konsultasi atau 
komunikasi yang rutin antara Rajo Penghulu 
dengan BMA Kecamatan.
 Sebagai mitra utama 
Lurah
Komunikasi Rajo Penghulu dengan Lurah masih 
kurang
Fungsi Rajo Penghulu  Mencegah terjadinya 
pelanggaran hukum adat 
(Dapek Salah) yang 
menyebabkan terjadinya 
Denda Adat
Rajo Penghulu menghimbau para Ketua RT agar 
pembangunan bedengan/rumah 
kontrakan/kostan berkoordinasi dengan Rajo 
Penghulu untuk mencegah terjadinya Dapek
Salah. Contohnya; pembangunan beranda pada 
bedengan/kostan sehingga ketika menerima 
tamu berbeda jenis kelamin tidak langsung di 
dalam kamar. Meskipun demikian himbauan ini 
juga tidak ditindaklanjuti dengan koordinasi / 
komunikasi yang intensif dengan para ketua RT 
termasuk juga dengan pemilik 
bedengan/kontrakan/kostan.
 Mendorong anggota 
masyarakat untuk secara 
bersama-sama pegang 
pakei adat
Upaya mendorong masyarakat untuk secara 
bersama-sama pegang pakai adat ini dilakukan 
melalui informasi lisan pada pertemuan informal 
dan belum dilakukan secara terencana atau 
sistematis.
 Menyelesaikan Dapek 
Salah secara arif, patut 
dan bijaksana sesuai 
dengan ketentuan hukum 
adat
Rajo Penghulu, khususnya Penghulu Adat sudah 
pernah menyelesaikan Dapek Salah sesuai
dengan ketentuan hukum adat terhadap masalah-
masalah: pertengkaran batas wilayah, 
penggrebekan pasangan bukan muhrim, 
pembunuhan, lokalisasi pekerja seks komersil, 
kecelakaan.
 Memelihara Rajo Penghulu, terutama Penghulu Adat 
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kemajuan zaman dan 
tuntutan kebutuhan 
masyarakat adat.
berupaya menyesuaikan pelaksanaan hukum 
adatnya sesuai dengan kondisi dan kemampuan 
pelaksana adat, misalnya dendo adat disesuaikan 
dengan kemampuan ekonomi si pelanggar adat, 
upacara adat pengantin disesuaikan dengan 
kemampuan keluarga pengantin.
Sumber: Hasil penelitian tahun 2012
Lembaga Adat Bengkulu, khususnya Rajo Penghulu di Kelurahan Rawamakmur pada 
dasarnya sudah menjalankan sebagian isi hukum adat yang betrfungsi untuk mencegah maupun 
mengatasi permasalahan sosial sejak lama. Kenyataan ini diperkuat oleh pernyataan Pak 
Madihun, bahwa:
“Sebelum ada Perda Kota Bengkulu tentang adat, sebenarnya masyarakat sudah 
menerapkan hukum adat untuk menyelesaikan masalah-masalah kekerasan, sengketa 
perbatasan tanah, dan juga masalah asusila. Meskipun tidak ada catatan resmi tentang 
masalah yang ditangani tetapi ada sekitar 6 kasus kekerasan dalam hubungan hidup 
bertetangga dan 6 kasus asusila yang pernah ditangani secara adat.”
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Bengkulu ini mempunyai potensi/ 
kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu: 1) Lembaga Adat Bengkulu tumbuh 
dan tegak dari nilai-nilai atau norma-norma yang hidup ditengah masyarakat. 2) Lembaga Adat 
Bengkulu, secara kelembagaan sudah diperkuat dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu. 3) 
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat Bengkulu, tersurat dan tersirat secara jelas 
peranannya dalam mencegah dan mengatasi sebagian permasalahan sosial yang ada di tengah 
kehidupan masyarakat. 4) Lembaga Adat Bengkulu merupakan modal sosial, yang menjadi 
perekat dan sandaran dalam penyelesaian masalah yang mengedepankan “rasa” kekeluargaan 
dan keharmonisan bersama. Pak Mahyuddin menjelaskan bahwa:
”Sebenarnya apabila masalah (kasus) sudah ditangani oleh hukum adat maka 
hukum-hukum lain tidak berlaku lagi, karena posisi hukum adat lebih kuat 
dibandingkan hukum lain. Manfaat penerapan hukum adat  tidak menyebabkan 
dendam berkelanjutan, bahkan umumnya meningkatkan rasa kekeluargaan 
diantara pihak-pihak yang bermasalah. Hal ini berbeda dengan hukum pidana 
yang seringkali justru menimbulkan dendam berkelanjutan dan tidak menimbulkan 
efek jera”
Meskipun demikian Lembaga Adat Bengkulu juga memiliki hambatan / kelemahan, 
yaitu;
1) Kurangnya sosialisasi tentang lembaga adat dan hukum adat kepada masyarakat. 
Heterogennya warga penduduk Kelurahan Rawamakmur Permai menjadikan pemahaman 
terhadap adat Bengkulu sangat minim. Hal ini karena penduduk berasal dari berbagai suku 
dan daerah yang tentu saja mempunyai adat budaya berbeda-beda. Berkaitan dengan hal ini, 
Bu Elida (tokoh wanita) menjelaskan bahwa:
“Pada dasarnya masyarakat mengetahui keberadaan lembaga adat, Cuma kurang 
begitu tahu tentang apa saja yang ditangani oleh adat…kalaupun tahu, yang 
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banyak dipahami adalah peranan lembaga adat dalam upacara pernikahan. Untuk 
itu diperlukan sosialisasi peraturan-peraturan dalam lembaga adat baik melalui 
majlis taklim, mimbar jumatan maupun pertemuan-pertemuan warga.”
2) Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara internal lembaga adat Bengkulu dan juga 
dengan pemerintah dan kelembagaan lain dalam masyarakat. H. Abdul Aziz W (tokoh cerdik 
cendikio) menyatakan bahwa:
“Perlu ada sosialisasi kepada masyarakat tentang isi hukum adat…jangankan 
masyarakat, di antara pengurus adat juga banyak yang tidak memahami hukum 
adat....di samping itu juga harus ada pertemuan bersama antara aparat 
pemerintahan RT/RW dengan pengurus adat sehingga ada kordinasi dan kerja 
sama yang baik, karena tidak semua RT dan RW juga mengetahui adat..”
3) Kurangnya dana operasional dan penghargaan bagi perangkat lembaga adat. Berdasarkan 
penelitian ini diketahui bahwa dalam penyelesaian suatu masalah, perangkat adat tidak 
berikan dana operasional sehingga kerjanya tidak lebih dari panggilan kepedulian kepada 
masyarakat. Dalam konteks pembiayaan ini H. Abdul Aziz W, menyatakan bahwa: 
“Meskipun lembaga adat ini sudah di “Perdakan”,... terkesan bahwa pembiayaan 
operasional adat ini menurut pemerintah merupakan masalah adat, sementara 
lembaga adat menganggap ini menjadi tanggung jawab pemerintah…”
4) Tidak adanya ketentuan yang sama yang mengatur jenis pelanggaran adat dan hukumannya. 
Hal ini meskipun memberikan ruang terbuka untuk pemuka adat dan masyarakat menentukan 
jenis hukuman, tetapi di sisi lain juga memberikan peluang untuk “pemerasan” bagi 
perangkat adat yang tidak mempunyai integritas. 
Pak Mahyuddin menyatakan bahwa:
“Beberapa kasus menunjukkan adanya pemerasan yang dilakukan oleh “preman” 
terhadap pelaku pelanggaran adat, dengan mengatasnamakan lembaga adat.”
Pak Tarmizi juga menyatakan bahwa:
“.....Dalam pelaksanaan hukum adat selama ini belum ada standar yang baku dan 
jelas tentang dendo adatnya, seperti denda cuci kampong, maling ayam dan lain-
lainnya masih disamaratakan saja hukumannya..... Mestinya dendo adat 
ditetapkan menjadi level-level berdasarkan tingkat pelanggaran adatnya....”
5) Tidak terdokumentasikannya penanganan kasus / permasalahan warga dengan 
mengunakan hukum adat secara baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua 
pengurus adat sudah pernah terlibat langsung dalam penanganan masalah warga melalui 
hukum adat, tetapi mereka tidak bisa menunjukkan catatan atau laporan tertulis tentang 
proses dan hasil penanganan tersebut. Kondisi ini disebabkan kurangnya kesadaran 
tentang pentingnya dokumentasi kegiatan sebagai bahan evaluasi kegiatan selanjutnya. 
Di samping itu juga disebabkan oleh masih lemahnya manajemen atau 
pengadministrasian di dalam lembaga adat itu sendiri.
Secara ringkas hasil penelitian dapat dilihat pada skema berikut ini:
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SKEMA HASIL PENELITIAN
4.0. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Kesimpulan
Hasil penelitian tentang Peranan Lembaga Adat Kota Bengkulu (Studi Kasus di Kelurahan 
Rawamakmur Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu) ini dapat disimpulkan 
sebagai berikut: 1) Rajo Penghulu Kelurahan Rawamakmur Permai dibentuk berdasarkan surat 
Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 56 tahun 2005. Rajo Penghulu merupakan perwujudan 
lembaga adat pada tingkat kelurahan yang menjadi ujung tombak bagi pelaksanaan hukum adat 
yang langsung bersentuhan dengan permasalahan kehidupan masyarakat. Sejak ditetapkannya, 
Rajo Penghulu Kelurahan Rawamakmur Permai sudah bekerja optimal dengan berbagai 
keterbatasan yang dimilikinya. 2) Kelurahan Rawamakmur Permai mempunyai penduduk yang 
sangat heterogen baik dari asal usul penduduk, pekerjaan,  pendidikan, agama maupun suku 
bangsa yang mempunyai nilai-nilai dan budayanya masing-masing. Hal ini merupakan salah satu 
faktor yang seringkali menyebabkan adanya perselisihan dan ketegangan yang mengarah pada 





 Tugas Rajo Penghulu













 Penanganan Perselisihan 
antar tetangga






 Kurangnya sosialisasi tentang 
lembaga adat dan hukum adat 
kepada masyarakat
 Kurangnya kordinasi dan 
komunikasi antara internal 
lembaga adat Bengkulu dan juga 
dengan pemerintah dan 
kelembagaan lain dalam 
masyarakat
 Kurangnya dana operasional dan 
penghargaan bagi perangkat 
lembaga adat
 Tidak adanya ketentuan yang 
sama yang mengatur jenis 
pelanggaran adat dan 
hukumannya
 Tidak terdokumentasikannya 
penanganan kasus / permasalahan 
warga dengan mengunakan 
hukum adat secara baik
Kekuatan/Potensi:
a. Lembaga Adat Bengkulu tumbuh dan tegak dari nilai-
nilai atau norma-norma masyarakat.
b. Lembaga Adat Bengkulu sudah diperkuat dengan 
Peraturan Daerah Kota Bengkulu.
c. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lembaga Adat 
Bengkulu, tersurat dan tersirat secara jelas peranannya 
dalam mencegah dan mengatasi sebagian permasalahan 
sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat.
d. Lembaga Adat Bengkulu merupakan modal sosial, yang 
menjadi perekat dan sandaran dalam penyelesaian 
masalah yang mengedepankan “rasa” kekeluargaan dan 
keharmonisan bersama
Program Pengembangan 
Kapasitas Lembaga Adat 
Kota Bengkulu:
 Loka karya
 Pelatihan tentang 
Hukum Adat 
Bengkulu
 Sosialisasi Lembaga 
dan Hukum Adat 
Bengkulu
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adanya berbagai masalah sosial baik berupa kemiskinan, ketunasusilaan, maupun kriminalitas 
dalm kehidupan bermasyarakat. 3) Lembaga Adat Kota Bengkulu, dalam hal ini Rajo Penghulu 
di Kelurahan Rawamakmur Permai merupakan salah satu modal penting yang bisa dimanfaatkan 
dalam penanganan masalah sosial yang dialami masyarakat. Rajo penghulu dengan berbagai 
keterbatasannya telah berupaya melaksanakan hukum adat dalam penyelesaian masalah-masalah 
sosial baik yang menyangkut ketunasusilaan maupun kriminalitas. Sebagai lembaga sosial yang 
hidup ditengah masyarakat, Lembaga Adat Bengkulu ini mempunyai berbagai permasalahan 
baik internal (meliputi permasalahan dalam kurangnya komunikasi dan koordinasi internal 
lembaga adat, ketiadaan biaya operasional, ketiadaan standarisasi hukuman adat/dendo adat dll), 
maupun permasalahan eksternal (seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang lembaga 
adat dan hukum adat, kurangnya dukungan pemerintah, heterogenitas warga masyarakat). 
Meskipun demikian Lembaga Adat Bengkulu juga mempunyai potensi dan kekuatan sebagai 
“modal sosial” yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan, khususnya penanganan 
masalah sosial yang ada di tengah kehidupan masyarakat.
4.2. Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan adanya Program 
Pengembangan Kapasitas Lembaga Adat Kota Bengkulu dalam Penanganan Masalah Sosial di 
Kelurahan Rawamakmur Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota Bengkulu. Program ini 
dilatarbelakangi bahwa lembaga adat merupakan salah satu modal penting yang dimiliki oleh 
masyarakat, yang bahkan sudah dikuatkan dengan peraturan daerah. Kelembagaan ini tumbuh 
dan hidup ditengah-tengah kehidupan masyarakat, dan merupakan salah satu kelembagaan yang 
menjadi rujukan ataupun sandaran masyarakat dalam menyelesaikan masalah kehidupannya. 
Hanya saja sejak ditetapkannya kelembagaan ini melalui peraturan daerah, lembaga adat 
mempunyai berbagai permasalahan baik internal maupun ekternal yang perlu segera ditangani 
sehingga kerja-kerja lembaga adat bisa lebih dioptimalkan.
Program Pengembangan Kapasitas Lembaga Adat Kota Bengkulu dalam Penanganan 
Masalah Sosial di Kelurahan Rawamakmur Permai Kecamatan Muarabangkahulu Kota 
Bengkulu ini bertujuan: 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus lembaga adat 
tentang Hukum Adat Kota Bengkulu. 2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus 
lembaga adat dalam penanganan masalah sosial. 3) Mengembangkan jejaring kerja lembaga adat 
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